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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

jjDemokrasi secara etimologis mempunyai akar dari Bahasa Yunani yaitu demos yang 

berarti kekuasaan rakyat dan kratos atau kekuatan. Sistem demokrasi menjadi salah satu 

sistem yang paling populer di dunia, hal ini didasarkan atas hasil laporan The Economist 

yang menunjukkan bahwa separuh dari negara di dunia menganut sistem demokrasi (The 

Economist, 2017, p. 02). Meskipun hampir dari separuh negara di dunia menganut 

demokrasi namun masih banyak negara – negara di dunia yang belum bisa mewujudkan 

demokrasi penuh (The Economist, 2017, p. 03). (Smith, 2012) hasil hasil penelitian ini 

memperoleh data bahwa sistem politik (candidat contered elections) yang memberikan 

keuntugan bagi keluarga politik kareana kerabat politik petahana sudah lebih dikenali 

oleh masyarakat. Dalam penelitian ini juga menjelaskan Dinasti Politik dapat maju pada 

era demokrasi karena kandidat incumbent desentralisasi rekrutment sistem pemilu 

berpusat pada kandidat.  

jjDemokrasi semu lebih lebih me.me.ntingkan kepentingan pribadi untuk dirinya 

sendiri maupun keluarga, tetapi dengan alat kelengkapan demokrasi seperti pasrtai 

politik, lembaga dan konstitusi negara. Alat demokrasi tersebut bukan semat-mata hanya 

untuk menopang sistem demokrasi yang ada di Indonesia saat ini melainkan sebagai 

manipulasi sistem demokrasi yang ada. Secara lebih sempit lagi politik digunakan 

sebagai alat perebutan kekuasaan atau penimbunaan kekuasaan melalui rakyat dibayar 

untuk menyampaikan manipulasi suaranya. alat perbutan kekuasaan dan menambah 

kekayaan keluarga untuk diturun temurunkan ke anak dan cucu pelaku politik dinasti. 
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Sementara rakyat rela dibayar dengan nominal uang sesuai dengan kesepakatan untuk 

melegalkan manipulasinya tersebut melalui pemilu, pilkada dan aksi-aksi protes lainnya.  

Memang, di dalam demokrasi modern politik dinasti tetap bisa ada. Sebagai contoh 

beberapa tipe politik dinasti dalam elit perpolitikan sekarang. Dalam bentuk yang lain, 

politik dinasti muncul dalam gejala politik dinasti yang mendorong kerabat keluarga 

dekat untuk tetap melenggangkan kekuasaan yang sudah dicapai oleh keluraganya saat 

ini. Dalam politik dinasti semacam ini peneyesuaian terhadap etik demokrasi modern 

dilakukan dengan berbagai carai yaitu menyiapkan putaputi mereka yang mempunyai 

sangkutan dalam hal pendidikan melainkan rekrutmen politik yang sedemikian dini. Jadi 

apabila hal terseut muncu bukan karena disebabkan oleh karena faktor darah atau 

keluaraga yang membelakangi latar belakang mereka, melainkan oleh karana faktair-

faktor kepolitikan yang lebih wajar dan rasioanal.  

Menurut  (Held , 1992), sejak zaman Yunani praktek demokrasi lokal telah 

dikonsepsikan dan menjamin warganya menikmati kesetaraan politik sehingga meeka 

mempunyai kebebasan untuk memerintah maupun diperintah. Dalam demokrasi klasik 

menpunyai ciri-ciri pandangan sebagai berikut ini : (1) masyarakat berperan langsung 

untuk memilih dan menentukan legislative dan yudikatif. (2) kekuasaan tertinggi adalah 

majelis rakyat. (3) urusan umum adalah kekuasaan tertinggi. (4) tidak ada hak sitimewa 

bagi rakyat biasa maupun pejabat publik. (5) pejabat publik tidak boleh memggang 

jabatan lebih dari dua periode.  

Tahun 1998 adalah merupakan babak baru dalam sistem politik di Indonesia, pada 

tahun itu dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses politik di negara ini. 

Reformasi politik yang telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun memberiksn 

manfaat yang besar bagi dinamika system politik di Indonesia. Undang-undang No.tahun 
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1999 telah mengatur sistem demokrasi di Indonesia ten.tang Pem.erintah Daerah dan UU 

No 25 tahun 1999 ten.tang Per.imbang.an Ke.uangan antara Pe.merin.tah Pusat dan Daerah. 

Adanya peraturan ini sistem pemerintah asas desentralisasi dimana daerah mem .pun.yai 

ke.we.nan.gan untuk me .lak.sana.kan urusan pe.me.rin.ta.han.nya sen.diri ke.cuali li .ma u.rusan 

na.si.o.nal, pe.ra.tu.ran ini me.nye .lu.ruh, salah satunya dalam hal pemilihan kepala daerah 

baik ditingkat provinsi aupun kabupaten/kota.  

Menurut (Smith, 2012) negara berkemban seperti Indonesia sangat menghargai 

masalah kebebasan berpendapat dan HAM. Kebebasan itu sendiri bukan berarti 

kebebasan yang tidak mempunyai batas. Penelitianya mempunyai data bahwa (candidate 

centered election) adalah kandidat yang lebih mengarah pada penguntungan keluarga 

politik yang lebih mempunyai nama terlebih dahulu, selain itu politik dinasti justru lebih 

terlihat berkembang pada masa demokrasi saat ini dengan keunggulan incumbent  

desentralisasi dalam pemilu dan rekrutmen yang terpusat.   

Adanya politik dinasti ini tentunya sangat berpengaruh pada politik yang ada di 

Indonesia. Walaupun politik dinasti ini tentunya tentunya tidak sesuai dengan sistem 

demokrasi yang ada. Sitem demokrasi mempunyai ciri-ciri yaitu kekuasaan pemerintah 

yang terbatas negara hokum yang tunduk pada rule of law dan lebih berhati-hati terhadap 

memperlakukan warga negaranya. Politik dinasti muncul dalam dimensi yang lebih 

alami, berupaya mendorong sanak keluarga elite-elite incumbent untuk terus memegang 

kekuasaan di pemerintahan yang telah diwariskan oleh pendahulu mereka. Jika dilihat 

pada normatif konstitusi menegaskan setiap warga negara mempunyai kedudukan HAK 

yang sama dimata hokum, karena termasuk untuk mengikuti atau mencalonkan diri 

sebagai calon kepala daerah atau jenjang jabatan yang lebih tinggi.  
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Namun tetap saja poltik dinasti ini kian hari kian meresahkan dan tentunya dapat 

mencederai demokrasi. Pada posisi lain politik dinasti ini hanya menghasilkan pemimpin 

yang prematur dan belum layak uji dimasyarakat. Karena merkea lahir dari keluraga 

yang mapan sebagai keluarga politik bukan sebagai pejuang politik. Hal ini tentunya 

dapat dimanfaatkan karena tidak adanya larangan konstitusi. Jika dilihat dari atauran 

jabatan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melewati proses jabatan adari yang 

terendah ke atas supaya memiliki kemampuan dan rekam jejak dimasyarakat. Politik 

dinasti berlawanan dengan paham diatas karena politik dinasti berlandaskan kepentingan 

pribadi, sedangkan konsep demokrasi yang kita terima mengedepankan legitimasi dan 

reproduksi kekuasaan yang melibatkan orang banyak.  

Politik Dinasti yaitu reproduksi kekuasaan yang primitive karean didalamnya 

mengandalakan darah mauun garis keturunan dari segelintir orang yang mencoba 

keberuntungannya untuk tetap melenggangkan kekuasaan politik petahana. Maka 

didalam politik tidak ada politik publik dikarenakan publik sama sekali tidak 

dipertimbangkan. Dangan ini dinasti menjadi musuh dari demokrasi dalam arti yang 

subtansional. Praktik diansti di Indonesia kian mengkhawatirkan pasalnya kebanyakan 

pengusa hanya iningin melenggangkan oligarki kekuasaannya. Praktik politik dinasti di 

negeri ini cenderung semakin tak sehat, itu sebabnya sistem demokrasi di Indonesia 

masih mengalami pendangkalan, saat etika tidak pernah menjadi dasar dalam berpolitik.  

Sehingga politik dinasti menggurita kelevel paling bawah kekuasaan. Karena itu 

elemen masyarakat yang masih kritis mesti bersikap, untuk tak lelah berikhtiar mencegah 

poltik diansti yang terbukti korup. Tatangan terbesar kedepan adalah melakukakan 

perombakan untuk mengatasi korupsi politik dinasti dan praktik oligarki. Karena bila 

politik dinasti yang terbukti pernah korupsi menguasai lingkar kekuasaan demokrasi pun 

akan makin bangkrut. Karena digerogoti koruptor dalam lingkaran kekuasaan. Poltik 
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dinasti menyebabkn rakyat lemah semakin terpinggirkan. Apabila penguasa tidak lagi 

memikirkan rakyatnya, hanya saja memikirkan dirinya, dan kekuasaan. Kondisi ini tidak 

boleh dibiarkan meraja lela karena masyarakat akan menjadi korban masyarakat yag 

lemah akan semakin tertindas karena cengkraman poltik dinasti.  

Berdasrkan pemaparan diatas selain Politik Dinasti sudah mencedrai sistem 

demokrasi di Indonesai juga telah mencederai sistem demokrasi politik di Bantul. 

Masyarakat umu juga telah menyadari bahwa Politik Dinasti telah terjadi di daerah 

mereka. Secara administratif Kabupaten Bantul dipimpin oleh seorang bupati, dimana 

bupati pertama adalah Raden Tumenggung Mangun Negoro yang memimpin semenjak 

20 Juli 1831. Pasca reformasi atau tepatnya tahun 1999. Bantul memiliki Bupati baru 

yaitu Idham Samawi yang menjabat mulai tahun 1999 hingga 2004. Pada Desember 

2004 hingga Januari 2005, jabatan bupati dipimpin oleh Drs.Mujono NA sebagai 

pelakasana tugas harian. Pada tahun 2005, terlaksana pilkada langsung pertama kali di 

Kabupaten Bantul dalam pilkada tersebut Idham Samawi menjadi pemenang sehingga 

beliau kembali menjabat menjabat sebaga bupati Bantul dari tahun 2005 hingga 2010.   

 Menurut (Zuly Qodir , 2015) ta.h.un 2010 ke.m.ba.li di.la.ksa.na.kan pil .ka.da un.tuk 

me.me.nuhi ja.ba.tan bu.pa.ti Ba.n.tul se.la.n.jut.nya. Fe.no.me.n.a ya .ng me.na.rik pa.da pil.ka.da i.n.i 

ya.i.tu di.ma.n.a sa.la.h sa.tu ca.lo.n Bu.pa.ti ada.lah is.tri da.ri Id.ham Sa.ma.wi yaitu Sri Sur.ya 

Wi.da.ti atau Idha Sa.ma.wi. Pa.da pil.ka.da Ban.tul ta.hun 2010 ter.se .but, ter.da.pat ti.ga ca.lon 

pa.sa.ngan Bu.pa.ti dan Wa.kil Bu.pati ya .ng me.li.pu.ti Kar.do.no-Ibnu Ka.dar.man.to, Sri Surya 

Widati-Sumarno, dan Sukardiono-Darmawan. Pasangan nomor urut pertama atau 

Kardono-Ibnu Kadarmanto merupakan calon independen, sedagkan pasangan Ida 

Samawi-Sumarno diusung oleh PDIP, Golkar, PAN, dan PKPB. Pasangan Sukardiono-

Darmawan diusung oleh partai Demokrat dan PKS.   
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 PDIP me.mi.li.ki ala.san ter.se.ndi.ri un.tuk me .ngu.su.ng Idha Sa.ma.wi se.ba.gai ca.lo.n 

ka.ndi.dat Bu.pati Ban .tul. Me.nu.rut sa.lah satu kader DPP PDIP Ka .bu.pa.ten Bantul ya .itu 

ba.pak Ar.jun (2012, komunikasi personal, 2 Januari) me.nga.ta.kan bah.wa as.pi.ra.si da.ri 

mas.ya.ra.kat.lah ya .ng me.ngi.ngin.kan Idha Samawi me.la.njut.kan ke.pe.mim.pi.nan su.a.mi.nya. 

Ber.da.sar.kan ra.pat ya.ng di.lak.sa.na.kan se.ca .ra de.mo.kra.tis dan ter.bu.ka, pa.da le.vel pa .ling 

ba.wah ya.itu ra.ti.ng ra.pat ti.ngk.at de.sa, se.ba.nyak 75 de.sa me.ngi.ngin.kan bah.wa.sa.nya Idha 

Samawi men.ja.di Bu.pa.ti Ba.n.tul un.tuk periode 2010-2015. Ra.pat itu di.la.ku.kkan se.ca.ra 

ber.ti.ng.kat mulai dari tingkat ke .ca.ma.tan, di.ma.na se.ba .nyak 17 ke.ca.ma.tan ju.ga 

me.ngi.ngi.nkan Idha Samawi ma .ju men.jadi Bu.pa.ti Ba.ntul. Se.da.ng.kan pada Rapat Kerja 

Cabang Khusus tingkat Kabupaten, diputuskan bahwa Sri Suryawidati menja .di ka.ndi.dat 

ya.ng ak.an ma.ju da.lam Pe.mi.lu.ka.da Ka.bu.pa.ten Ba.ntul di.te.ma.ni de.ng.an Drs H Sumarno 

sebagai calon wakil Buati Bantul. Disamping masyarakat menginginkan majunya Idha 

Samawi  juga sudah mendapatkan rekomendasi dari partai DPP PDIP, sedangkan PDIP 

sendiri mengusung Idha Samawi berdasarkan dinamika politik yang ada yaitu tuntutan 

masyarakat, survei internal partai dan visi misi Idha Samawi yang memang 

mengaspirasikan kepentingan masyarakat arus bawah, dengan mewujudkan masyarakat 

Bantul  menuju Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokrastis dan Agamis.  

 Pi.lka.da Ban.tul di .lak.sa.na.kan 23 Mei 2010, ti .ga bu.lan se.be.lu.m ber .hen.ti.nya ma .sa 

ke.pe.mi.mpi.nan.nya bu.pa.ti ter.da.hu.lu. Pen.ca.lo.nan Idha Sa.ma.wi di.te.nga.rai se.ba.gai upaya 

pelanggenan dan pewarisan kekuasaan kepemimpinan dari Idam Samawi, mes .ki.pun da.ri 

pi.hak in.ter.nal ca.lon me.ne.ri.ak.kan bah.wa pen.ca.lo.nan Idha di.ka.re.na.kan du.ku.ngan da.ri 

mas.ya.ra.kat Ban.tul. Pe.lak.sa.naan Pil .ka.da di Ka.bu.pa.ten Ban .tul pa..da ta.hun 2010 ti .dak 

di..la..lui de..ng.an mu..dah, da..lam p..ro..ses kam..pa.n.ye ba..n.yak se...ka...li ti...nda...kan da..ri ma.si.ng-

ma.si.ng ca.lon ya.ng de.ng.an ke.ra.s me.na.rik per.ha.ti.an pe.mi.lih.  
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 Na.mu.n apa .bi.la di.ce.r.ma.ti lebih ter.lihat bah.wa ha.nya pa.sa.ng.an Sri Surya Widati-

Sumarno dan Sukardiono-Darmawan atau pa.sa.ng.an no.mo.r u.r.u .t dua dan tiga. Se.da.ng.kan 

pa.sa.ng.an Kar.dono-Ibnu Ka.dar.manto ter.li.hat le.bih pa.sif d.a.n ku.ra.ng lanca .r da.la.m proses 

ka.m.pa.nye. Da.la.m hal pem .bi.a.y.aan kam.pa.nye, ku.bu Sri Sur.ya Wi.da.ti-Su.mar.no a.t.au 

di.si.ng.kat ida.man, me.nghabiskan bi.aya kam.pa.nye ter.ti.nggi ya.itu 1,2 Mil .yar, se.dang.kan 

pa.sa.ng.an Kardono-Ibnu Kadarman.to (Ka.rib) se.be.sar Rp 13,7 ju ..ta d.a.n pa..sa..ng..an 

Su..kar..di..yo..no-Dar.ma.wan (Su.ka.dar.ma) se .be.sar Rp 20,3 ju .ta. Da..la.m pro..ses ka.m.pa..nye i..n...i 

dua kubu pa .sa.ng.an no.mo.r u.ru.t dua dan tiga sangat aktif me .la.ku.kkan pen.ye.ra.ngan dan 

saling sindir. Be.gi.tu.pu.la de.bat yang di.lak.sa.na.kan oleh KPUD, di.mana dua kubu ini 

sa.li.ng nye.ra.ng sa.tu.tu sa.ma lain. Ter.ka.it de.ng.an pro kontra Idam Samawi, pada a.khir.nya 

Ko.mi.si Pe.mi.li.han Umum Ka.bu.pa.ten Bantul me.ng.u.mum.kan bahwa pa.sa.ng.an Sri S .urya 

Widati-Su.marno men..da.pat.kan suara 67,77 persen dari total pemilih 691.982, se .hi.ngga 

otomatis men.jadi pe.me.na.ng dalam pilkada tersebut dengan suara ter .ba.nyak di ke.ca.ma.tan 

Sewon (36.919) dan terendah di kecamatan Piyungan (15.667), dimana sebagian besar 

penduduknya (56%) adalah petani. Diurutan kedua adalah pasangan calon Sukardiyono-

Darmawan Manaf yang meraih 137.888 suara atau 28,26 persen. Sedangkan posisi 

terakhir ditempati Kardono-Ibnu Kadarmanto yag hanya meraih sebanyak 19.375 suara 

atau 3,97 persen dari suara keseluruhan (Zuly Qodir , 2015).  

Ke.me.na.ng.an ke.lu.arga ini da.lam me.ne.rap.kan po.li.tik di.nas.ti berhasil pada dua 

periode pemerintahan, hal ini tentunya tidak lepas dari dukungan dan loyatlitas dari 

pendukung pasangan politik petahana tersebut. Dari dua periode politik petahana tersebut 

masing masing berhasil memelihara pendukung setianya dengan baik. Artinya kepala 

daerah pertama yang memenggang kekuasaan terlebih dahulu berhasil merebut 

simpatisan masayarakat maupun telah membentuk pendukung setia untuk tetap 
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mendukung keluarga dari Idham Samawi untuk memimpin daerahnya dengan berbagai 

keuntungan dalam bentuk materi maupun nonmateri.  

Dalam konsep pertukaran sosial, mensyaratkan salah satu diantara dua pihak yang 

melakukan pertukaran harus memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh pihak lainnya, 

sedangkan pihak penerima (pihak lain tersebut) tidak memiliki sumber daya yang sama 

nilainya untuk dipertukarkan dengan pihak pemberi. Sehingga satu-satunya satunya cara 

untuk membalas pertukaran ini adalah dengan memberikan kepatuhan kepada pihak 

pemberi sumber daya tadi. Sehingga masyarakat yang beada pada lingkup kekuasanya 

merasa mempunyai andil kepentingan untuk meneruskan dukungannya supaya tetap 

mempertahankan jabatannya sebagi kepala daerah, dan akan dijamin distribusi materi 

maupun nonmateri yang mereka peroleh.  

Melihat fenomena yang terjadi tersebut,dapat diambil opini bahwa hal tersebut salah 

satu bentuk politik dinasti kepala daerah yang awalnya adalah pemerintahan milik sang 

suami dan pada masa jabatan sang suami telah berakhir kemudian digantikan oleh sang 

istri,hal itu menunjukan bahwa sang suami sebagai kepala daerah generasi pertama ini 

telah memiliki jaringan kekuasaan yang berhasil dilanjutkan dan diperlihara dengan baik 

oleh is.tri.nya un.tuk me.wa.ri.si jabatan generasi kepala daerah berikutnya.  

Da.ri be.be.ra.pa pe.ne.li.ti.an ya .ng di.ke.mu.ka...kan, ter..da.pat per.sa.maan da.lam 

pem.ba.ha.san me.ng.en .ai kemenangan ca.lon Bupati da.n Wa.kil Bu.pa.ti pa.da pe.mi.lu.ka.da, 

na.mun ya.ng men.jadi per.be.daan pe.ne.li.tian pa.da pe.mi.lu.kada di Ka.bu.pa.ten Ban.tul ta.hun 

2015 in.i de.ng.an pe.ne.li.ti.an ya.ng se .be.lum.nya ia.lah le.bih s.pe.si.fi.ka.si pa.da persepsi 

masyarakat terdahap politik dinasti di Bantul.  

Pemilukada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2015 merupakan 

kebijakan baru yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
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dalam penyelenggaraan pemilukada di Indonesia. Pemilukada di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) diikuti oleh 3 kabupaten yakni di Kabupaten Bantul, 

Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman.Kabupaten Bantul merupakan salah satu 

dari 269 daerah yang melaksanakan pilkada secara serentak, pilkada ini dilaksanakan di 

1.768 Tempat Pemilihan Suara (TPS), dan diikuti oleh 685.920 Daftar Pemilih Sementara 

(DPS) yang dimana pelaksanaanya dianggarkan sebesar Rp 23.496.868.500 dan dana ini 

ditetapkan tanggal 15 mei 2015 setelah terbitnya Permendagri no 44 tahun 2015.Suprapta 

dalam media pada tanggal 27 oktober 2015 mendeskripsikan bahwa pilkada di Kabupaten 

Bantul hanya di ikuti oleh 2 pasangan calon kepala daerah, yakni Suharsono-Abdul Halim 

Muslih (Suharsono-Halim) yang diusung oleh koalisi PKB, PKS, Partai Gerindra serta 

Partai Demokrat.  

Visi yang diangkat ialah “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan 

sejahtera berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme dan religiusitas dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” dengan 5 misi yang mengikuti visi 

tersebut. Sedangkan pasangan pesaing ialah Sri Suryawidati dan wakilnya Misbakhul 

Munir (Ida-Munir) yang diusung oleh koalisi PDI-P, Nasdem serta didukung oleh partai 

Golkar dengan mengangkat visi “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis dan 

Agamis” serta ada 3 misi yang mengikuti visi tersebut.Sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 59 ayat 2 UUD no 12 tahun 2008, partai politik atau koalisi dapat mengajukan 

pencalonan 5 pasangan kandidat tersebut bila telah memenuhi persyaratan sekurang-

kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah 

dalam pemilu legislatif di daerah bersangkutan. 

Pengusung Suharsono-Halim yakni PKB memiliki 4 kursi di DPRD, sedangkan 

Partai Gerindra memiliki 6 suara di DPRD. Begitu pula dengan partai politik pengusung 

koalisi Ida-Munir yakni PDIP yang memiliki 12 kursi, dan partai Nasdem yang memiliki 
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2 kursi di DPRD.Berdasarkan perolehan kursi di DPRD tersebut, semua partai politik 

yang mengusung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilukada tahun 2015 

sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk membuat sebuah koalisi. Sedangkan 

untuk perolehan suara sah dari setiap partai politik yang mengikuti pemilu legislatif 

DPRD tahun 2014 di Kabupaten Bantul terlampir dalam tabel berikut :  

Tabel 1. 1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Bantul 

Tahun 2014 

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2014 

 

No. Partai 

Politik 

Perolehan Kursi Jumlah 

Suara 

Sah 

% 

Dapil 

1 

Dapil 

2 

Dapil 

3 

Dapil 4 Dapil 5 Dapil 6 

1 Partai 

NasDem 

3.368 3.444 2.841 5.595 6.152 10.672 32.072 5.72 

2 PKB 15.617 6.102 16.520 10.012 5.977 3.295 57.523 10.26 

3 PKS 8.086 7.706 7.233 8.269 5.128 5.679 42.101 7.51 

4 PDI-P 17.517 29.583 19.912 28.228 28.875 27.321 151.436 27.01 

5 Partai 

Golkar 

6.812 4.765 7.058 7.958 9.336 6.353 42.282 7.54 

6 Partai 

Gerindra 

19.052 13.872 17.764 8.882 4.660 11.434 75.514 13.47 

7 Partai 

Demokrat 

4.420 3.649 4.349 4.185 6.600 5.181 28.384 5.06 

8 PAN 12.269 12.507 8.258 14.780 12.887 8.933 69.635 12.41 

9 PPP 6.290 7.749 5.157 4.934 6.769 7.108 38.007 6.78 

10 Partai 

Hanura 

2.010 2.004 901 1.817 3.451 850 11.033 1.97 

14 PBB 844 558 261 5.988 2.958 493 11.102 1.98 

15 PKPI 321 173 117 254 523 250 1.638 0.29 

Jumlah 96.606 92.112 90.282 100.842 93.316 87.569 560.727 100 
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Majunya pasangan Suharsono-Halim ini mampu memupuskan kekhawatiran 

tertundanya pilkada di Kabupaten Bantul, meskipun majunya pasangan Suharsono-Halim 

tidak lepas dari rumor yang tidak baik, pasangan ini dianggap sebagi calon boneka yang 

sengaja dimunculkan oleh pasangan Ida-Munir. Kemunculan isu calon boneka ini berawal 

dari sebelumadanya titik temu komunikasi politik yang dibangun antara partai-partai di 

Kabupaten Bantul, padahal purnawirawan polisi yang pernah bertugas di Mabes Polri ini 

sudah jauh-jauh hari berupaya mencari partai pendukung dan pasangan bakal calon wakil 

bupati, selain itu pasangan pertahana terlalu kuat dan sulit untuk ditandingi.  

Mendengar rumor yang beredar menjelang pilkada tersebut berlangsung, Suharsono 

membantah tegas anggapan dirinya sebagai calon boneka, dengan tegas dan mengucap 

sumpah ia menyatakan sebuah bantahan terkait rumor tersebut selepas mendaftarkan diri 

di KPU pada selasa 28/7/15 yang dikemukakkan oleh Afifi. Dari hasil pemilukada yang 

telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 yang lalu, kemenangan diarih 

oleh koalisi pasangan Harsono-Halim dengan suara terbanyak yaitu sebesar 261.412 suara 

atau 52,8%. Sedangkan kolisi pasangan pesaing hanya mendapatkan 233.677 suara atau 

47,2%. Hasil kemenangan tersebut dapat digambarkan dalam table berikut :  

 

Tabel 1. 1 Hasil suara Pemilukada Kabupaten Bantul tahun 2015 

No Pasangan Calon Partai Koalisi Hasil 

Suara 

Presentase 

(%) 

1 Suharsono - Abdul 

Halim Muslih 

(Suharsono-Halim) 

PKB, PKS, Partai 

Gerindra Partai 

Demokrat 

261.412 52,8% 

2 Sri Suryawidati – 

Misbakhul Munir 

(Ida-Munir) 

PDI-P, Partai 

Nasdem, Partai 

Golkar 

233.677 47,2% 

Sumber : KPU Kabupaten Bantul tahun 2014 
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Untuk itu penelitian  bertujuan untuk mengetahui presepsi masyarakat terhadap politik 

dinasti kepala daerah. Menurut (Jalaluddin, 2000) bahwa persepsi merupakan pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Persepsi (perception) dalam arti sempit adalah penglihatan, 

bagaimana cara seesorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan 

atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu (Leavit, 

1997:27 dalam Soekanto).  

Dalam persepsi dibutuhkan adanya objek atau stimulus yang mengenai alat indera 

dengan perantaraan syaraf sensorik, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat kesadaran 

(proses psikologis). Selanjutnya, dalam otak terjadilah sesuatu proses hingga individu itu 

dapat mengalami persepsi (proses psikologis). Persepsi secara umum merupakan respon 

dari masyarakat untuk evaluasi yang ditujukan terhadap suatu objek dan dinyatakan secara 

verbal. Sedangkan persepsi mempunyai bentuk-bentuk yang dapat disampaikan setelah 

mengetahui objek pandangan kapan saja, dimana saja.  

Persepsi yang meliputi proses kognitif mencakup dari penafsiran objek, tanda dan 

orang dari sudut pengalaman yang lainnya. Sebab itu dalam menerima stimulus manusia 

mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, sehingga ini sedikit menghambat 

penerimaan stimulus yang telah didapatkannya. Dengan kata lain meskipunsering disadari, 

stimulus yang akan dipersepsi selalu dipilih walaupun tidak mempunyai relevansi dan 

tidak bermakna baginya. Adanya persepsi tersebut timbu dua persesi yaitu persepsi positif 

dan negatif.  

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat disimpulkan ialah persepsi merupakan 

tanggapan seseorang mengenai kejadian kejadian serta pengalaman yang sudah teralami dan 
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dilihat oleh individu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mendeskripsikan presepsi 

masyarakat terhadap politik dinasti kepala desa berdasarkan pengalaman dan hal - hal yang 

diketahui selama proses praktik politik dinasti tersebut berlangsung.  

B. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pewarisan kekuasan  politik dinasti di 

Kecamatan Sewon ? 

2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik dinasti di 

Kecamatan Sewon. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap pewarisan kekuasaan politik dinasti di 

Kecamatan Sewon. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap politik 

dinasti di Kecamatan Sewon 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau 

masukan bagi perkembangan ilmu pemerintahan dan menambah bahan kajian dalam studi 

ilmu pemerintahan dengan persepsi masyarakat umum tentang politik dinasti di Bantul.  

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai persepsi masyarakat di Bantul, dan dapat menjadi masukan kepada pemerintah 
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Kabupaten Bantul terkait politik dinasti, dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 

E. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengenai ke .me.na.ngan ko.alisi pa.sa.ngan ca.lon Bu.pati d.an Wa .kil Bu.pati 

pa.da pe.milu ke.pala da.erah di Ka.bu.pa.ten Ban.tul, di.ha.rap.kan da.pat ber.man .faat se.ba.gai ac.uan 

un.tuk mementukan fak.tor a.pa sa.ja ya.ng da.pat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 

calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemilukada di daerah-daerah lainnya.  

Berikut akan dijelaskan beberapa kajian sebelumnya yang serupa dengan penelitian ini, 

antara lain yakni :  

Tabel 1.3   1 Tinjauan Pustaka 

No  Penelitan  Hasil  

1 Fi.tri.yah, Her.mi.ni 

Su.si.ati.ani.ng.sih d.an 

Su.pra.tiwi ten.tang Fak.tor 

De.ter.mi.nan Ke.me.na.ngan 

Kan.di.dat Pa.da Pemilukada 

Ka.bu.pa.ten Ba.tang 2011 

Fak.tor de.ter .mi.nan ke.men.angan 

kan.didat an.tara la.in :  (1) Ting.kat 

par.ti.si.pasi pe.mi.lih ya .ng me.ngg.una.kan 

ha.k pi.lih.nya ti .nggi,  (2) Ke.pu.tu.san 

mem.ilih pem.ilih di Ka.bu.pa.ten Bat.ang 

di da.sari ol.eh pi.li.han pri.ba.di, (3) Fak.tor 

fi.gur d.an ke.toko.han mem.ain.kan pe.ran 

pen.ting da.lam mem.buat ke.pu.tus.an 

mem.ilih, (4) Fi .gur ca.lon pa.sa.ngan 

sa.ngat sig.ni.fi.kan ber.peng.aruh ter.ha.dap 

ha.sil su.ara, d.an (5) Fak.tor so.sio.lo.gis 

d.an psi.ko.lo.gis ju.ga ber.pe.ran na.mun 

ti.dak se.cara sig.ni.fi.kan 

2 Sof.yan A Ju.suf, Mas.huri 

Mas.chab (2007) ten.tang 

Stu.di ten.tang stra.tegi pol .itik 

pa.sa.ngan Band.jela Pal .iudju 

d.an Ach.mad yah.ya da .lam 

Pe.mi.li.han Ke.pala Da.erah 

Lang.sung Gu.ber.nur 

Su.la.wesi ten.gah ta.hun 2006 

Ha.sil ke.men.angan pe.mi.lu.kada di 

Su.lawesi teng.ah ta.hun 2006 ter.se.but 

se.pen.uh.nya di ..se.bab. .kan ka..rena ada..nya  

stra..tegi pol.itik ya.ng di.ran.cang d.an 

di.ter.ap.kan ol.eh pa.sa.ngan ca.lon yak.ni  

stra.tegi mem.per.luas du.ku.ngan par.tai 

pol.itik d.an konstitusi .nnya, stra.tegi 

pen.ci.traan fi.gur pol.itik, ser.ta stra.tegi 

kam.pa.nye. 

3 Sus.ilo Uto.mo (2013) Pe.ran P.DIP da.lam pe.me.nang.an 
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ten.tang Per.an Par.tai 

Demokrasi Indonesia 

Per.ju.ang.an da .lam 

Mem.ena.ngkan Pa.sa.ngan 

Gan.jar Pra.no.wo – He.ru 

Sud.jat.moko Pa.da Pilgub 

Ja.te.ng 2013 

pa.sa.ngan Gan.jar Pra.no.wo – He.ru 

sud.jat.moko mem.il.iki ting.ka.tan ya.ng 

ku.at yak .ni seb.agai per.ek.rut pol.itik, 

mes.in peng.um.pul su.ara d.an se.ba.gai 

pe..ngg..erak ba.sis mas.sa a.tau mo.bi.li.sasi 

massa. 

4 Ti.tin Pur.wa.ning.sih (2015) 

ten.tang pol.itik ke.ke.ra.ba.tan 

da.n ku.ali.tas kan.di.dat di 

Su.la.wesi Se.la.tan  

Ka.ji.an pol.itik ke.ker.abatan ya.ng 

se.ba.gian be.sar.nya me.ngka.ji fak.tor-

fak.tor ya.ng mem.peng.aruhi 

ber.kem.bang.nya pol.itik ke.ke.raba.tan d.an  

kom.pe.tisi pol.itik dal.am pem.ilu, da.ri 

va.ri.abel in.ter.nal kan.didat.  

5 Siti Munawaroh (2015) 

tentang persepsi masyarakat 

terhadap kinerja pemerintah 

kabupaten bantul pada masa 

kepemimpinan Sri 

Suryawidati  

Kinerja pemerintah kabupaten bantul 

pada saat kepemimpinan Sri 

Suryawidati, dan calon incumbent 

memiliki kekalahan terbesar walaupun 

di wilayah ini berbasis PDIP.  

 6 Titin Purwaningsih (2016) 

politik dinasti dalam 

dinamika pemilihan daerah  

Isu politik dipilkada serentak tahun 

2015, adanya kandidat petahana yang 

mengundurkan diri untuk memuluskan 

kerabatnya dalam pencalonan Kepala 

Daerah. 

7 Aji Tri Susilo Wahyu, 

tentang pengaruh politik 

dinasti dan system 

pengendalian internal 

terhadap kinerja pemerintah 

daerah dengan akuntabiltas 

pelaporan sebagai variabel 

pemediasi  

Evaluasi kinerja penyelenggara  

pemerintah daerah (EKPPD), Kinerja 

Keuangan Pemerintah Daerah DIY 

(Daerah Istimewa Yogyakarta).  

8 Nugraheni persepsi partai 

politik terhadap proses 

pencalonan non partai di 

pemilihan umum kota 

Yogyakarta tahun 2017 

Peraturan komisi pemilihan umum 

mengenai pemilihan kepala daerah 

melalui jalur independen.  

9. Raden Prawangsa Jaya 

Ningrat (2015), ersepsi 

masyarakat terhadap adat 

sasak terhadap pendidikan 

politik yang dilakukan oleh 

Pendidikan masyarakat politik terhadap 

masyarakat suku adat sasak, pendidikan 

politik sebagi pendidikan orang dewasa.  
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partai demokrat  

10 Kinanthi Dyah Harumming, 

persepsi masyarakat 

terhadap kepemimpinan 

trasformatif Sri Purnomo 

dalam implementasi smart 

regency dikabupaten sleman 

tahun 2018 

Kualitas kepemimpinan menjadi buruk 

karena banyaknya pemimpin yang 

koruptif atau terjerat kasus KKN dan 

sejenisnya.  

11. Nuritomo dan Hilda 

Rossieta, Politik Dinasti, 

Akuntabilitas, dan Kinerja 

Kangan Pemerintah Daerah 

di Indonesia. SNA 17 

Mataram, Lombok, 

Universitas Mataram 24-27 

September 2014.  

Politik Dinasti berpengaruh negatif 

terhadap akuntabilitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. Politik dinasti tidak 

berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Akuntabilitas publik 

yang diproyeksikan oleh sistem 

penegndalian intern dapat 

meminimalisasi dampak negatif Politik 

Dinasti terhdap kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah.   

 

F. Kerangka Teori  

1. Persepsi  

a. Pengertian Persepsi  

Adapun definisi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Bantul 

sesuai dengan yang dikemukakan oleh Secord dan Bacman (1994) yang membagi sikap 

menjadi dua komponen yaitu :  

1. Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari dari pengetahuan. Pengetahuan 

inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu objek sikap.  

2.  Komponen afektif adalah komonen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak 

senang sehigga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai 

yang dianut pemilik sikap.  
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Menurut Putri (2014), lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap perilakunya 

sehari – hari sehingga timbul makna spontan yang akan ditampilkan pada perilaku, dengan 

demikian perilaku individu tidak terlapas dari persepsinya. Persepsi seseorang akan 

dipengaruhi oleh suatu objek yang persepsinya belum jelas atau belum dikenal sama sekali 

tidak akan memberikan makna. Seseorang akan bias mempresentasikan persepsinya terhadap 

suatu obyek apabila seseorang tersebut sudah dapat perngaruh dari suatu obyek tersebut, 

seperti yang dinyatakan oleh Kimball (dalam Putri. 2014). Persepsi merupakan sesuatu yang 

menunjukkan aktivitas merasakan, mempresentasikan dan memahami objek fisik maupun 

social.  

Menurut Sebagian (dalam Putri, 2014) secara umum ada 3 faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang, yaitu :  

1) Diri orang yang bersangkutan. Apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan 

interprestasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang 

turut mempengaruhi seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapan.  

2) Sasaran terhadap persepsi. Sasaran yang digunakan pada persepsi bisa berupa orang, benda 

atau persitiwa. Sifat – sifat peristiwa biasanyan berpengaruh terhadap persepsi oaring yang 

dilihatanya. Ciri – ciri lain dari sasaran persepsi itu turut menentukan cara pandang orang 

dalam berperilaku.  

3) Situasi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu 

timbul perlu pula mendapat perhatian. Situasi merupakan fakta yang turut berperan dalam 

pertumbuhan persepsi seseorang.  

Sejalan dengan yang dikemukakan  Kasali (dalam Putri, 2014), faktor – faktor lain 

yang juga menentukan persepsi, yaitu :  
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1) Latar belakang budaya  

2) Pengalaman masa lalu 

3) Nilai-nilai yang dianut 

4) Berita-berita yang berkembang  

Menurut Rukminanto (dalam Putri, 2014) ada beberapa hal penting dalam 

membicarakan persepsi, yaitu:  

1) Impression Formation, proses dimana informasi tentang orang lain diubah menjadi 

pengetahuan atau pemikiran yang relatif menyerap orang tersebut. Hal ini terbentuk melalui 

pengkategorian berdasarakan teori kepribadian yang implisit, mempertimbangkan atau 

mengkbinasiakan segi positif serta negative dan praduga.  

2) Attribution, karena manusia tidak mempunyai akses untuk mengetahui pikiran, motif maupun 

perasaan orang lain, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk menduga perilaku yang 

akan dilakukan oaring tertentu pada saat yang lain.  

3) Social Relationship, kehadiran orang lain memeprngaruhi tingkah laku yang dapat terbentuk 

karena imitasi (peniruan), konformitan (serupa dengan imitasi namun ada saksi apabila tidak 

ditiru) dan kepatuhan (banyak diterapakan dalam dunia militer).  

4) perhatian,merupakan permusuhan atau konsentrasi dan seluruh aktivitas ditentukan kepada 

sesuatu atau kelompok objek.  

Faktor-faktor lain yang berperngaruh pada persepsi adalah faktor internal (perasaan, 

pengalaman, kemampuan berfikir, motivasi dan kerangaka acuan) dan eksternal (stimulus, 

dan keadaan lingkungannya dimana persepsi itu berlangsung). Kejelasan stimulus akan 

banyak berpengaruh pada persepsi. Apabila berwujud benda-benda bukan manusia, maka 

ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan persepsi karena benda-

benda yang di persepsi tersebut tidak ada untuk mempengaruhi yang mempresepsi (Jalaludin, 
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dalam Putri, 2014). Salah satu penulis yang dianggap relavan dengan penelitian ini adalah 

teori persepsi menurut Kasali, yang dikemukakan oleh Putri (2014) karena dalam teori 

tersebut mneyebutkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Salah 

asatunya ialah latar belakang budaya yang erat kaitannya dengan pluralitas yang diangka 

dengan penelitian ini.  

 

2. Politik  

a. Pengertian Politik  

Politik merupakan serapan dari bahasa Yunani yaitu plitikos yang memiliki arti dari, 

untuk atau yang berkaitan dengan warga negara (Partanto dan Barry, 2001). Dijelaskan pula 

secara etimologi, politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam 

masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. 

Menurut Partanto dan Barry (2001), politik adadalah suatu ilmu pengetahuan urusan dan 

tindakan mengenai ketatanegaraan dan kenegaraan (system atau dasar pemerintah), 

pemerintah negara terhadap negara lain untuk mempengaruhi atau menghadapai suatu 

masalah dengan bijaksana.  

Dijelaskan pula derivative kata politik antara lain berpolitik, memolitikkan, 

memperpolitikkan. Politik adalah suatu sikap ilmu kenegaraan atau tata negara sebagai sikapa 

kolektif untuk mendapatkan suatu kekuasaan (Partanto dan Barry, 2001: 608). Dalam Bahasa 

Arab politik juga disebut siyasyah yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat atau yang 

lebih dikenal sebagai politic.  

Politik dapat pula diartikan cerdik dan bijaksana dalam pengambilan keputusan 

pembicaraan sehari-hari diungkapkan sebagai cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan 

(Syafiie, 2012). Menurut (Syafiie, 2012), pada intinya ruang lingkup politik adalah negara, 
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kareana teori politik yang telah diteliti negara sebagai lembaga politik yang mempengarauhi 

kehidupan masyarakat. Selain itu politik juga meneliti ide-ide, azas-azas, sejarah 

pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan, disamping itu politik yang 

menyeidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kepompk penekan, 

pendapat umum, peranan partai politik yang berada pada pemilihan umum.  

Apabila politik dipandang sebagai ilmu dengan alasan memiliki obyek, subyek, 

metodilogi, system, terminology, ciri, teori serta dapat diajarkan maupun dipelajari, maka 

sebuah lembaga internasioanal yang dikenal dengan sebutan UNESCO membagi ilmu 

tersebut menjadi beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain (Syafiie, 2012):  

1) Lingkup teori politik yang mencakupi tentang Teori Politik dan Sejarah Perkembangan Ide 

Politik.  

2) Lingkup Lembaga Politik yang mencakup tentang Undang-Undang Dasar, Pemerintahan 

Negara, Pemerintahan Daerah, Administrasi Negara dan Perbandingan Lembaga Politik.  

3) Lingkup Kepartaian, Golongan dan Pendapat Umum yang mencakup tentang Partai Politik, 

Kelpmpok Penekan dan Partisipasai Warganegara dalam Pemerintah.  

4) Lingkup Hubungan Internasional yang mencakup bidang Politik Internasional, Organisasi 

Internasional dan Hukum Internasional.  

Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), perkembang ruang 

lingkup ilmu politik semakin meluas ke seluruh aspek – aspek kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. Terjadi tumpeng-tindih antara ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya terutama 

imu-ilmu kenegaran seperti pemerintahan, administrasi public, tata negara dan sebagainya, 

maka ilmu plitik kembali dijabarkan kedalam beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara 

lain (Syafiie, 2012) :  
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1) Bidang Ke.bi.ja.kan Pe.me.rin.tah me.li.pu.ti Pe.nga.mbi.lan Ke.pu.tu.san Pe.me.rin.tah, Sis.tem 

Pen.de.le.ga.si.an We.we.na.ng dan Hu.bu.ng.an Pu.sat dan Da.erah.  

2) Bi.da.ng E .ko.no.mi Po.li.tik me.li.pu.ti Po.li.tik Per.da.ga.ng.an Du.ni.a, Glo.ba.li.sa.si E.konomi dan 

Kutub-Kutub Ekonomi yang Berpengaruh.  

3) Bidang Sosial Politik meliputi Pengkajian Keberadaan Kelompok Kepentingan dan Penekan 

dan Telaah Budaya Politik.  

4) Bidang Psikologi Politik meliputi Teori Penguasaan Massa, Teori-Teori Demikrasi, 

Normalisai Kehidupan Masyarakat, Politik Manajemen Konflik dan Politik Mananjemen 

Kolaborasi.  

5) Bidang Filsafat Politik meliputi Etika Politik, Logika Politik, Estetika Politik, Sekularisme 

Politik, Politik Agama, Retorika Politik dan Politik Islam.  

6) Bidang Pelayanan Politik meliputi Administrasi Pemerintahan Daerah dan Pusat, Teori-Teori 

Organisasi dan Manajemen Pemerintahan.  

7) Bidang Aturan Politik meliputi Perubahan dan Pembentukan Konstitusi, Legitimasi 

Kekuasaan, Peratran-Peraturan, Daerah dan Puasat, Diaintegrasi dan Bubarnya Negara, serta 

Penjajahan dan Penggabungan Negara.  

Menurut (Budiarjo, 2008 ), ilmu politik dalaha ilmu yang memperlajari politik 

(politics) atau kepolitikan, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik 

adalah berbagai macam-macam kegiatan dalam suatu system politik (negara) yang 

menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sitem itu dan melakanakan tujuan-tujuan 

itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum 

(public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi 

(allocation)  dari sumber-sumber dan resources yang ada.  

Untuk melaksakan kebijakan-kebijakn itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan 

kewengangan (authority) yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk 
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menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses dengan cara yang bersifat persuasi 

(menyakinkan) dan paksaan (coercion) (Budiardjo, 1972: 8). Menurut Laswell dan Kaplan 

(dalam Budiardjo, 2008), ilmu politik memperajari pemebentukan dan pebagiaan kekuasaan. 

Noer (dalam Budiardjo, 2008) menyebutkan, ilmu politik memusatkan perhatian pada 

masalah kekusaaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Fletcheim (dalam 

Budiardjo, 2008) juga mendefinisikan ilmu politik sebagai ilmu sosial yang khusus 

mempelajari sifat tujuan dan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta 

sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi 

negara. Ditekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi dan 

bergantung satu sama lain.  

Kekusaan adalah suatu hal yang bersifat krusial dan tidak lepasa dari istilah-istilah 

politik yang telah didefinisikan sebelumnya. Secra umum dikatakan politik adalah kekuasaan. 

Budiardjo (1972) mengungkapkan definisi kekuasaan, yaitu kemampuan seseorang atau 

sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain 

sedemikina rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari 

orang yang mempunyai kekuasaan.  

Di antara banyak bentuk kekuasaan ini ada suatu bentuk yang penting yaitu kekuasan 

politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum 

(pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan 

pemegang kekuasaan sendiri (Budiardjo, 1972). Menurut Wirawan (2003), salah satu tenaga 

penggerak perubahan peradaban uamat manusia adalah kekuasaan atau social power.  

Conoly dan Lukes (dalam Budiardjo, 2008) menganggap kekuasaan sebagai suatu 

konsep yang dipertentangkan. Kekuasaan juga didefinisikan oleh Laswell dan Abraham 

(dalam Budiardjo, 2008), yaitu suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang 
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dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama. 

Serupa dengan yang telah dirumuskan oleh Dodwin (2003), kekuasaan adalah kemampuan 

untuk mengakibatkan sesorang bertindak dengan cara yang oleh berangkuatan tidak akan 

dipilih seandainya ia tidak dilibatkan.  

3. Politik Dinasti  

a. Pengertian Politik Dinasti  

Menurut (Purwaningsih, 2015) politik dinasti menngacu beberapa pendapat dari Dal 

Bo Casey, Querobin dan Hes. Dari beberapa pendapat ini muncul dimensi dan konsep politik 

dinasti atau politik kekerabatan yang mencangkup dimensi waktu, dimensi jumlah, dan 

dimensi kekuasaan. Sehingga dapat diartikan dengan kata lain politik dinasti ini merupakan 

politik perathanan/memperbesar kekuasaan yang mencangkup kekuasaan lingkup keluarga 

sehingga mendapatkan jabatan dua orang atau lebih. Dari fenomena tersebut terdapat politik 

pertahanan/memperbesar kekuasaan merupakan fenomena politik dinasti, yang muncul di 

fenomena pilkada yang tidak jarang lagi kita jumpai. Namun dengan adanya fenomena 

terseut sering juga bukan disebut fenomena politik dinasti karena menurut mereka masih 

mengandung konsep politik kelemahan, bahwa politik yang mereka peroleh bukan 

merupakan hasil politik pelemanan namun hasil tersebut diperoleh dari pemilihan hasil 

pemilu. Hal ini sebagaimana pendapat keluarga politik bukan merupakan politik dinati namun 

merupakan hasil pemeilihan rakyat dari pemilukada. Sebab inilah hal tersebut menjadikan 

politik dinasti masih menjadi pro dan kontra.  

Almond dan Verba (1989; 269-270) mengemukakan bahwa sosialisasi politik 

pengalaman politik yang bersifat kumulatif memperngaruhi kemampuan politik seseorang. 

Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik dalam keluarga mempernagruhi kualitas candida 

politik yang akan dipilihnya. Penelitian ini menyangkun legacy politik yang telah dimiliki, 
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baik legacy politik maupun sosial yang memperngaruhi kualitas kandidat yang notabene 

berasal dari keluarga politik.  

Kualitas kandidat adalah kemampuan kandidat yang dimiliki oleh kandidat yang 

memungkinkan dirinya untuk dipilih dan mendapatkan jabatan politik dan telah menunjukkan 

kapabilitassebagai seorang politisi (Jacobson dan Kemell 1983), dengan demikian belum ada 

indicator yang pasti untuk megukur kualitas kandidat. Kualitas maupun kompetensi politik 

menurut Almond dan Verba dipengaruhi oleh pengalaman politik sebelumnya antaralain 

menyangkut hal dalam lingkup keluarga, sekolah, maupun pekerjaan yang telah dimilikinya 

(1989-301) menyatakan bahwa keluargalah sangat berpengaruh dalam menentukan aktif dan 

tidaknya dalam politik semakin baik kompetensinya.  

Jacobson dan Kemell (1983), mengemukakan bahwa kualitas kandidat data diukur 

dari pengalaman politik sebelumnya. Dari berbagai pendapat tersebut maka kualitas kanidat 

dapat dilihat dari tiga variabel yaitu tingkat pendidikan, pelathan dan pengalaman politik 

yang dimiliki kandidat sebelumnya. Penaglaan politik itu sendiri dapat dilihat dari tiga aspek, 

yaitu aktivasinya dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam 

pekerjaan sebelumnya. Analisis yang didapat tersebut digunakan untuk menganalisis lebih 

lanjut tentang factor-faktor memeprngaruhi berkembanganya politik kekerabatan yang berada 

di Kabupaten Bantul yang mengacu pada teori sosialisasi dari Almond an Verba serta 

Prewittdan Martinez.  

 Menurut Qodari 2013 aspek positif politik dinasti antara lain, figur yang maju sebagai 

kepala daerah sudah dikenal oleh masyarakat dan sudah menjalani pendidikan politik di 

dalam keluarganya, sehingga sudah memiliki modal politik. Figure dari politik dinasti, 

menurut dia, sudah memiliki rekam jejak poitik yang panjang sesuai dengan perjalanan 

politik keluarganya. Sedangkan aspek negative dari politik dinasti itu sendiri antara lain, 
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sistem politik di daerah cenderung masih tertutup sehingga menyuburkan tumbuhnya politik 

dinasti. Figura dari politik dinasti yang menduduki jabatan sebagai kepala daerah juga rawan 

melakukan penyimpangan jabatan, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.  

 Menurut Zulkie flimansyah dalam Yossy Nurmansyah (2015), setidaknya ada tiga 

dampak negative adari politik dinasti. Pertama politik dinasti akan menghambat fungsi ideal 

partai politik. Calon yang dipilih bukan calon yang terseleksi dan melalui proses kaderisasi, 

melainkanan hanya berdasarkan popularitas dan kekerabatan dengan pertahana. Kedua, 

terutupnya kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai kualitas dan kapasitas untuk tampil 

sebagai pemimpin karena bukan berasal dari lingkaran elite kekuasaan. Jika ini terjadi akan 

memunculkan potensi terjadinya negosisai dan konspirasi kepentingan dalam pelaksanaan 

tugas pemerintah. Ketiga, sulitnya mencapai clean and good governance karena fungsi 

control melemah dan semakin tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme. Politik 

dinasti dapat membuat orang yang tidak berkompeten menduduki suatu jabatan, dan juga 

sebaliknya, menghalangi orang yang kompeten untuk tampil menjadi abdi masyarakat.  

Argumen yang mereka peroleh sejalan dengan keputusan MK yang menganulir pasal 

7 UU no 8 tahun 2015. Syarat kepala daerah mengikuti pemilihan yaitu tidak memiliki 

masalah politik dengan pertahana. Bagian penjelasan pasal 7 UU tersebut yang dimaksud 

dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan pertahana” adalah tidak memiliki 

hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus keatas, 

kebawah, keamping dengan pertahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, 

anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) masa jabatan. Berdasar UU No 30 tahun 

2014 tentang administrasi pemerintahan.  
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b. Faktor-faktor Politik Dinasti  

Politik dinasti yang muncul di Indonesia menunjukkan beberapa asumsi bahwa 

dengan berkembangnya politik dinasti maka kemungkinan besar rakyat hanya akan 

disuguhkan aktor-aktor politik yang itu-itu saja yang berasal dari satu keluarga. Menurut 

Karyudi Sutajah Putra dan Siti Zuhro ada empat faktor munculnya politik dinasti sebagai 

berikut:  

a. Posisi dalam partai  

b. Kekuatan jaringan  

c. Kekuatan modal  

d. Demokrasi yang tidak sehat (Zuhro, 2009). 

 

4. Kerangka Pemikiran Penelitian  

Dalam penelitian ini terapat sebuah variable, yaitu Politik Dinasti. Variable Politik 

Dinasti  ini merujuk pada kajian empiris yang dilakuakan oelh Buchari (2014). Menurutnya, 

Politik Dinasti merupakan akulturasi partisipasi politik yang terkotruksi dari akar budaya 

masyarakat terutama keluarga, dana mengalami proses internalisasi secara terus-menerus 

didalam kebudayaan atau kekeluargaan masaysrakat dalam suatu jalinan inetraksi sosisal.  

Kajian empiris diarahkan sebagai landasan berfikir untuk mengatasi persoalan-

persoalan klsik yang muncul pada keluarga Politik Dinasti. Dari kajian empiris tersebut, 

peneliti akan mengkaji persepsi Politik Dinasti dari kacamata masyarakat. Dalam kajian 

empiris ini pula akan mengidentifikasi sejauh mana tingkat penegtahuan masyarakat terhadap 

dinamika politik local di daerah tersebut.  
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G. Definisi Konseptual  

Fokus dalam penelitian ini ialah konsep persepsi Politik Dinasti pada dominan 

perilaku masyarakat terhadap politik saat ini, sehingga definisi konseptual penelitian ni 

adalah sebagai berikut :  

1) Persepsi  

Persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian 

terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi 

sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang intergreted dalam diri individu. 

Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai 

macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatakan respon dari individu 

tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarakan hal tersebut, 

perasaan, kemampuan fikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak 

sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan 

berbeda antar individu satu dengan individu lain.  

Selain itu pesepsi dipengaruhi oleh tiga sikap yaitu : kognitif (kesadaran), 

afektif (perasaan), konatif (perilaku). Tiga sikap tersebut kemudian dapat 

diseimpulkan menjadi evaluatif terhadap suatu objek tertentu. Dari sinilah persepsi 

masyarakat dapat muncul dan dinilai memihak atau tidak terhadap suatu objek sikap 

dan kecenderugan potensial untuk bereaksi yang merupakan hasil interaksi komponen 

kognitif, afektif, dan konatif yang saling bereaksi didalam memahami, merasakan, dan 

berperilaku terhadap objek sikap tertentu.  

 

2) Konsep politik dinasti 

Konsep paradigma proses, menggantikan dalam kata, jika tidak dipindahkan 

sinkronis tipologi dan dan fungsioanal berhubungan dengan bentuk politik, seperti 
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garis keturunan dan pemerintahan. Dalam tepatnya, mereka menyerahkan metodologi 

yang mengembangkan politik-politik sebagai dinamis, pengendali proses yang 

berhubungan dengan membangun tim, formasi golongan, dan strategi yang memimpin 

perolehan kekuatan. Awal dari tujuan konseptualisasi politik terutama mengacu pada 

pencapaian perbedaan dan penggunaan kekuasaan oleh anggota kelompok yang 

bersangkutan dengan tujuan-tujuan yang berbeda.  

Penekanan dalam paradigma ini meberikan gambaran bahwa proses politik tidak 

jauh dengan adanya suatu konflik yang sangat mempengaruhi peubahan sistem 

politik. Hal ini sekaligus menekankan bahwa konseptualisasi dalam politik sebagai 

proses yang berkaitan dlam penentuan dan pelaksanaan tujuan politik atas hasil 

capaian yang berbeda-beda, tentunya sangat berkaitan penggunaan kekuasaan (power) 

yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan-tujuannya.  

 

3) Keterlibatan politik dinasti dengan demokrasi  

Dinasti politik telah lama hadir di negara-negara demokrasi dan meningkatkan 

kekhawatiran terjadinya ketidak setaraan distribusi kekuasaan politik yang dapat 

mencerminkan ketidaksempurnaan dalam representasi demokratis dalam politik yang 

disebut dengan kekuasaan melahirkan kekuatan. Hal ini mengingatkan kembali 

kekhawatiran Mosca bahwa setiap kelas menampilkan kecenderungan untuk menjadi 

turun-temurun, bahkan dalam posisi politik terbuka untuk semua, kedudukan keluarga 

penguasa akan dianugerahi berbagai keuntungan (dkk, 2009).   

Dalam demokrasi yang ideal, seharusnya rakyat memiliki peluang yang besar untuk 

terlibat dalam proses politik. Artinya sangat terbuka ruang partisipasi bagi seluruh 

masyarakat untuk ikut berkonsetrasi merebutkan jabatan-jabatan politik mulai dari 

level regional hingga nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Kenyataanya masyarakat masinh terhalang oleh ststus atau hak-hak 

sosisalisasinya sebagai akibat dari adanya fenomena political dynasty. Jika demokrasi 

memiliki asrti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh 

rakyat, dan untuk rakyat, maa dinasti politik ini telah menciptakan pragmantisme 

politik dengan mendorong kalangan kerabat kepala daerah untuk menjadi pejabata 

publik.  

H. Definisi Operasional 

 Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada variabel dengan cara 

menggunakan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 

1985:30). Adapun definisi tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti di Bantul 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

1. Komponen kognitif adalah komponen yang terdiri dari dari pengetahuan. Pengetahuan 

inilah yang akan membentuk keyakinan dan pendapat tertentu objek sikap.  

2. Komponen afektif adalah komponen yang berhubungan dengan perasaan senang atau tidak 

senang sehigga bersifat evaluatif. Komponen ini erat hubungannya dengan sistem nilai 

yang dianut pemilik sikap. Dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

No. Variabel Indikator 

1 Persepsi Masyarakat 1. Komponen kognitif 

2. Komponen afektif 

2 Politik Dinasti dari aspek 

kognitif (pengetahuan) 

 

 

 

1.Kesesuaian Politik Dinasti 

dengan Budaya Masyarakat 

2.Politik Dinasti bertentangan 

dengan demokrasi  

3.Kualitas calon dari Politik 

Dinasti sama dengan yang tidak 

Politik Dinasti  

4.Politik Dinasti tidak korupsi  
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Politik Dinasti dari aspek 

afektif (perasaan) 

5.Politik Dinasti cenderung 

korupsi  

6.Politik Dinasti tidak demokrasi  

7.Politik Dinasti didukung parpol  

8.Kualitas demokrasi dan korupsi  

9.Politik Dinasti lebih 

mementingkan kepentingan 

keluarga  

10.Politik Dinasti menghambat 

calon dari calon masyarakat 

umum  

11.Calon dari Politik Dinasti 

lebih berkualitas  

12.Politik Dinasti lebih 

cenderung menylahgunakan 

kekuasaan  

13.Saya tidak setuju dengan 

Politik Dinasti  

 

I.  Metode Penelitian 
 

Metode penelitian ialah langkah pertama pada saat pengumpulan informasi oleh 

peneliti yang ingin melakukan suatu penelitian mengenai suatu objek atau peristiwa. Dalam 

melakukan pengumpulan informasi peneliti harus melakukan investigasi mendalam mengenai 

suatu objek atau peristiwa terkait penelitian tersebut. Dalam metode ini terdapat gambaran 

dari keseluruhan berjalannya suatu penelitian.  

 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian di Kecamatan Sewon yang dimana daerah ini menjadi salah 

satu dari beberapa daerah di Indonesia yang terdapat adanya penyimpangan politik yaitu 

Politik Dinasti. Politik Dinasti ini dilakukan langsung oleh Kepala Daerah pada masa 

jabatan Idham Samawi yang diwarisakan kepada Istrinya Sri Suryawidati yang menjadi 
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pengemban tugas politik kekerabatan. Pertimbangan penelitian ini dilakukan didaerah 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Politik Dinasti di Bantul merupakan politik kekerbatan yang dilakukan Idham 

Samawi (suami) kepada Sri Suryawidati (istri).  

b. Mayoritas masyarakat masih awam dengan adanya politik local yang sedemikian 

rupa.  

c. Didasari dengan jelas ingin mengetahui respon dari masyarakat setempat yang masih 

awam dengan politik dinasti. 

 

2. Jenis Penelitian 

Metode – metode penelitan pada umumnya melibatkan proses pengumpulan 

analisis dan interprestasi data, serta penulisan – penulisan hasil penelitian. Akan tetapi 

hasil dari survei ini muncul lebih spesifik yang biasanya muncul pada identifikasi 

sampel dan populasi. Penentuan strategi penelitian, pengumpulan data, analisi data, 

penyajian hasil penelitian, penafsiran, dan penulisan hasil penelitian.  

3. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Sugiyono berpendapat populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek dimana 

objek tersebut memiliki karakteristik tertentu dan kualitas yang ditetapkan oleh 

peniliti untuk kemudian diteliti dan kemudian menghasilkan simpulan. Populasi 

adalah jumlah keseluruah individu dari unit analisis data (Sugiyono, 2008). Populasi 

dalam penelitan ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masyarakat Sewon yang 

berjumlah 71.349 jiwa. 
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b. Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling. Teknik ini 

menentukan subjek harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yamh dimiliki oleh sampel 

itu. Mereka dipilih karena dipercaya mewakili satu populasi tertentu. Pilihan atas 

sampling purposive karena peneliti menguji pertimbangan-pertimbangannya untuk 

memasukkan unsur subjek yang dianggap khusus dari suatu populasi (Silalahi, 2015).   

c. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi 

tersebut (Sugiyono, 2008). Dengan demikian sampel adalah sebagian dari populasi 

yang karakteristiknya hendak diteliti, dan bisa mewakili keseluruhan populasinya 

sehingga jumlahnya lebih sedikit dari populasi.  

Sampel dalam penelitian ini adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan 

Sewon yang berjumlah 71349 jiwa. Penelitian ini menggunakan rumus slovin karena 

penarikan sampel, jumlahnya harus representative agar hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel, namun 

dapat dilakukan dengan rumus dan perhitungan sederhana (Sugiyono, 2008).  

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut :  

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

   Keterangan :  

   N = jumlah sampel  

   N = populasi  

e = prosentase pengambilan sampel yang masih bisa ditolelir e= 10% 

𝑁 =  
71349

1 + 71349(0,1)2
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𝑁 =  
71349

714,49
 

=99,86 

Hasil tersebut kemudian dibulatkan oleh peneliti menjadi 100.  

 

 

4. Sumber data, Variabel dan Skala Pengukuran 

a. Sumber Data 

Data Primer 

Menurut (Arikunto, 2006) data primer ialah data yang diucapkan secara lisan, 

gerak tubuh/perilaku dilakukan oleh subjek penelitian dengan syarat sumber tersebut 

harus tepecaya, artinya narasumber/informan yang terkait dengan penelitan atau data 

yang ingin diperoleh dan dilakukan oleh peneliti secara langsung.  

5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Kuesioner  

Kuesioner adalah memberi pertanyaan tertulis kepada responden, dan 

pertanyaan tersebut diberikan secara langsung kepada responden. Responden dalam 

penelitian ini adalah masyarakat setempat di Kecamatan Sewon Bantul. Ada 2 (dua) 

komponen dalam kuesioner. 

 

b. Instrumen penelitian 

Instrument penelitian ini adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan atau memperoleh data dalam melakukan suatu penelitian. Menurut 
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(Sugiyono, 2008) instrument penelitan adalah “suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun social yang diamati. Secara spesifik semua 

fenomena ini disebut variabel penelitian”. Adapun instrumen yang dignakan dalam 

penelitian ini adalah instrument yang digunakan dengan menggunakan kuesioner 

tertutup, dimana kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan 

responden tidak diberikan alternative jawaban.  

Secara umum teknik dalam pemberian skor yang digunakan dalam kuisioner 

penelitian ini adalah teknik skala Linkert. Penggunaan skala linkert menurt 

(Sugiyono, 2008) adalah “skala Linkert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena social”.  

Menurut (Sugiyono, 2008) mengemukakan bahwa “macam-macam skala 

pengukuran dapat berupa : skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala 

rasio., dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan 

rasio”.  

6. Validitas dan Realibilitas Instrumen 

a. Validitas Instrumen 

Valid adalah suatu hal yang dilakukan dalam sebuah penelitian saling terkait 

antara ketepatan dan ketelitian dalam pengukuran yang dilakukan sesuai standar yang 

seharusnya. Menurut (Sugiyono, 2008) validitas adalah suatu tolok ukur yang 

menandakan kevaliditasan instrumen, suatu instrument penelitian yang dapat 

dikatakan valid adalah instrument yang dapat berjalam sesuai dengan fungsinya dan 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. 

Hasil dari penghitungan validitas kuesioner pada uji realibilitas dan validitas 

yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2019 di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 
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sebagian butir pernyataan dari kuesioner tidak valid. Pernyataan  tersebut tidak valid 

karena kurang dari r tabel yang sudah ditetapkan yaitu 0.3061. Data dinyatakan valid 

apabila nilai correctem item correlation (r hitung ) lebih besar dari 0,2 atau lebih 

besar dari r table.  

Beberapa pernyataan tersebut antara lain pernyataan yang menyinggung 

tentang latar belakang budaya, berita-berita yang berkembang, kekuatan jaringan/ 

modal, dan pernyataan tentang budaya yang tidak sehat. Adapun contoh pertanyaan 

diantaranya yaitu :  

1. Menurut saya calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara 

dari bupati tidak menghilangkan kesempatan politik orang lain karena hal tersebut 

lumrah terjadi di Sewon.  

2. Sejauh pengalaman saya calon bupati atau pejabat yang merupakan 

Isri/Suami/Anak/Saudara dari bupati saat ini tidak menyalahgunakan kekuasaan.  

3. Menurut saya calon bupati atau pejabat yang merupakan Istri/Suami/Anak/Saudara 

dari bupati saat ini tidak mendengarkan dan melaksanakan aspirasi masyarakat.  

4. Menurut informasi yang saya dapaakan calon bupati atau pejabat yang merupakan 

Istri/Suami/Anak/Saudara tidak menghilangkan kesempatan politik orang lain ataupun 

saya.   

 

b. Reliabilitas Instrumen  

 Hasil dari perhitungan reliabilitas pada uji realibilitas dan validitas yang 

dilakukan pada hari dan tanggal yang sama di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul 

hampir semua butir pernyataan dinyatakan reliable. Pernyataan tersebut reliable 

karena angka yang diperoleh untuk menetapkan hasil reliable dan tidaknya mencapai 
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nilai yang sudah ditetapkan yaitu nilai cronbach alphanya lebih besar atau sama 

dengan 0,6.   

 

7. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif Deskriptif 

Menurut Sofian Effendi  dan Chris Manning dalam Masri  Singarimbun  dan 

Sofian Effendi (1995 : 263) analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalarn 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis  data  yang  dipergunakan  

dalam  penelitian deskriptif statistik Analisis statistic deskriptif bertujuan untuk 

memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang 

diperoleh dan kelompok subjek ysng diteliti, yang termasuk dalam analisis data statistic 

deskriptif adalah penyajian data melalui tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, mean 

dan skor deviasi. Dalam analisis data ini, data dari masing-masing variabel akan 

ditentukan, di antaranya:  

 

1. Penskoran  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui keseluruhan nilai dari persepsi 

msayarakat tetang politik dinasti dalam ranah politik lokal di Kecamatan 

Sewon Kabupaten Bantul, mak digunakan klasifikasi/pengelompokan 

sebagai berikut :  

Nilai maksimal = skor tertinggi x jumlah sampel x jumlah pertanyaan  

 = 5 x 100 x 13 = 6.500  

Nilai minimal = skor terendah x jumlah sampel x jumlah pertanyaan  
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= 1 x 100 x 13 = 1.300 

 

Rentang Kelas = Jumlah nilai tertinggi – Jumlah nilai terendah  

      Jumlah Skor    

= 6.500 – 1.300  = 1.040 

5  

Dengan nilai tersebut dapat dibuat kategori sebagia berikut :  

Sangat Setuju   = 5.460 – 6.500 

Setuju    = 4.420 – 5.460 

Kurang Setuju  = 3.380 – 4.420 

Tidak Setuju   = 2.340 – 3.380 

Sangat Tidak Setuju  = 1.300 – 2.340 

 Maka dalam penelitian ini digunakan skala linkert untuk menggambarkan persepsi 

masyarakat berdasarkan garis kontinum digambarkan sebagai berikut :  

 

Sangat Setuju  Setuju  Kurang Setuju  Tidak Setuju  Sangat Tidak 

Setuju 

6.500  5.460   4/420   3/380    2.340 
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Konsep operasional  

1. Masyarakat adalah penduduk yang bertempat tinggal disekitar penelitian yang 

dilakukan yaitu di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. 

2. Persepsi masyarakat adalah tanggapan/respon masyarakat yang diberikan oleh 

masyarakat menegenai keberadaan politik dinasti di Kecamayan Sewon Kabupaten 

Bantul.  

3. Politik dinasti adalah politik kekerabatan yang terjadi di Kecamatan Sewon. 

4. Populasi adalah keseluruhan masyarakat di Kecamatan Sewon  

5. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan sebagi sumber data atau 

informasi. 

6. Latar belakang budaya adalah warisan budaya yang telah dipercaya dan diturun-

temurunkan oleh penduduk setempat.  

7. Pengalaman masalalu adalah pengalaman yang telah dialai masyarakat Sewon.  

8. Nilai-nilai yang dianut adalah sesuatu hal yang sudah dipercayai dan menjadi patokan 

untua dijadikan pedoman hidup masyarakat Sewon.  

9. Berita-berita yang berkembang adalah komparasi dari latar belakang budaya, 

pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan disertakan dengan berita-berita 

yang berkembang sekarang supaya tidak ketinggalan dengan zaman yang sudah 

berkembang.  

10. Kekuatan jaringan dan modal adalah suatu modal politik yang sangat dibutuhkan oleh 

pelaku politik.  

11. Kualitas demokrasi dan korupsi adalah apabila kualitas demokarsi disuatu negara itu 

buruk maka tida seringjuga di dalam elemenya akan rentan dengan praktik korupsi. 


